BAWASLU

ADANPENGAWAS PEMILIHAN UMUM

VABUPKTEN PADANG PARIANAN

JALAN LINTAS PARIAMAN - LUBUK ALUNG

KORONG

RIMBO DULANG-DULANG

NAGARI PAUH KAMBAR KECAMATAN NAN SABARIS

Pauah Kamba, < September 2023

Nomor  :$0% /PM.00.02/K.SB-05/09/2023
Sifat Penting

Lampiran : -

Perihal Imbauan

Kepada Yth.:

Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Padang Pariaman

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Pengajuan Pengganti
Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan
dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b
angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan ini Bawaslu
Kabupaten Padang Pariaman mengimbau KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk:

1. Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa
jadwal Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dimulai
tangga 14 s.d 20 September 2023;

2. Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik Peserta
Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

3. Dalam pelaksaaan Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS dimana Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman mempedomani ketentuan Pasal 73 s.d 77 Peraturan
Komisi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.



